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LEMBARA.N DAER.AH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

NOMOR: 5 TAHUN 1996 SERI:B NOMOR:3 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER.AH TINGKAT II 
KEBUMEN 

NOMOR 13 TAHUN 1995 

TENTANG 

PEMAKAIAN DAN SEWA PERALATAN MILIK PEMERINTAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

Menimbang a. bahwa Peraturan Da.erah Kabupaten Daerah 
Tingka.t I I Keburnen Nomor 10 Tahun Hl?B 
tentang Sewa Mesin Gilas yang telah dua 
kali diuba.h, terakhir dengan Pera.turan 
Daerah Nomor 113 Tahun 1992 sudah tidak 
sesuai lagi maka perlu disesuaikan ; 

b. bahwa dengan a.danya penyerahan perala.tan 
dari Pemerinta.h Propinsi Daerah Tingkat 
1 ,Jawa Tengah kepada Pemerinta.h Kabupa
ten Daerah Tingkat II Kebumen maka untuk 
penggunaannya per lu menga.tur ketentuan 
pemakaian dan besarnya uang sewa; 

c . bahwa . . . . ... .. . 



Mengingat 

c. bahwa untuk pelaksananaan rnaksud butir a 
dan b tersebut ai at.as perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah. 

1. undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten
tang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
jo. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 
1950 ten~ang Penetapan mulai berlakunya 
Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950 ; 

r; 
L, • Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 

tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
hun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor .38, Tambahan Lembaran Negara 
Sepubli1-: Indonesia Nomor :3037) 

4. Kef~tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan 
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan : 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
ka t I I IZebumen Nomor ~l Tahun 1989 ten
tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat I I Kebumen ( Lembaran Daerah Ta
hun 1989 Nomor 7 Seri D). 

Deng an persetuj uan Dewan Perwaki lan Rakyat Daer ah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 

M E M U T U S K A N 



Menetapkan 
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M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
II KEBUMEN TENTANG PEMAKAIAN DAN SEWA PER
ALATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam PP-ra.tura.n Daerah ini yang dimaksud 
denga.n: 

a. Pemerintah Daerah ada}ah Pemerintah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Kebwnen ; 

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupa~i Ke
pala Daerah Tingkat II Kebumen ; 

c. Dinas PekerLi aan Umum adalah Dinas Pe
kerj aan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 
II Kebumen; 

d . Peralatan adalah peralatan milik Peme
rintah Daerah yang ada pada Dinas 
Pekerjaan Umum. 

( 1 ) 

BAB II 
KETENTUAN PEMAKAIAN 

Pasal 2 

pemakaian peralatan dikenakan -
uang sewa. 

(2) Unt.uk 
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(2) Untuk setiap pemakaian peralatan , pemakai 
diwajibkan mengajukan ijin secara tertulis 
terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah 
melalui Dinas Pekerjaan Umum. 

( 3) Untu};. pemakaian peralatan dihi tung harian 
sesuai kebutuhan penyewa, yang dihitung 
seJaK keluar dari Gudang Dinas Pekerjaan 
Umum sampai kembali lagi di tempat semula . 

( 4) Waktu pemakaian :30 hari a tau lebih, pemba
yaran tahap pertama sedikit-dikitnya 10 
hari . 

( 5) I j in au;:e l uarkan oleh Bupati Kepala Dae rah 
dan diberikan setelah uang sewa dibayar . 

(6) Kerusakan peralatan yang terjadi akibat pe
makaian oleh penyewa , biaya perbaikan men
jadi tanggung jawab penyewa. 

BAB III 
KETENTUAN BESARNYA UANG SEWA 

Pasal 3 

(1) Besarnya sewa untuk masing-masing peralatan 
adalah sebagai berikut : 

a. Whell Roller bobot ti - 12 ton besarnya -
sewa Rp 75.000,00 (tu"iuh puluh lima ribu 
rupiah)/ hari ; 

b . Tyre Roller bobot 8 - 12 ton besarnya -
sewa Rp 100.000,00 ,seratus ribu rupiah) 
/ hari 

c. Whe 11 Roller/Mesin gi las bobot f. ton 

besarnya ...... . . . 
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besarnya sewa Rp 75.000,00 (tujuh puluh 
lima ribu rupiah)/ hari; 

d. Whell Roller/Mesin gilas bobot 3 ton 
besarnya sewa Rp 50. 000, 00 ( lima puluh 
r·ibu rupiah) / hari ; 

e. Vib Roller Skotndrom bobot 5 - 7 ton be
sarnya sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) / hari ; 

f. Roller Pedestrian boboL, 0,6 ton besarnya 
sewa Rp 15.000,00 (lima belas ribu ru
piah)/ hari ; 

g. Vib Plate Tamper bobot 50 Kg b~sarnya -
sewa Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 
/ hari ; 

h. v iorat,ing Rammer bobot 65 Kg besarnya -
sewa Rp 10.000,00 (ser~l~1 ribu rupiah) 
/ hari : 

i. Whell Back Hoe besarnya sewa ........... . 
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / -
hari ; 

j. Stone Crusher besarnya sewa ........... . 
Rp 250.000,00 ldua ratus lima r~luh ribu 
rupiah)/ hari ; 

k. Stone Crusher Impack besarnya sewa ..... 
Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah)/ hari ; 

1. Asphalt Sprayer besarnya sewa ........ . 
Rp 35.000,00 l 1:.iga puluh lima ribu ru
piah)/ hari ; 

m. Asphalt ....... . 
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m. Asphalt Mixing Plan-c. besarya sewa ..... 
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu ru
piah)/ hari ; 

n. Air Compresor besarnya sewa Rp 30.000,00 
(tiga pulcl1 ribu rupiah)/ hari ; 

o. Contrete Mixer besarnya sewa Rp35.000,00 
(tiga r~luh lima ribu rupiah)/ hari ; 

p. Water Pump besarnya sewa Rp 10.000,00 -
(sepult~ ribu rupiah)/ hari 

q. Generator Set besarnya sewa Rp 30.000,00 
( tiga puluh ribu rupiah) / hari ; , 

r. Dwnp Truck PS besarnya sewa Rp 50.000,00 
(lima puluh ribu rupiah)/ hari ; 

s. Dump Truck TLD besarnya sewa ......... . . 
Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu ru
piah) / hari 

t. Truck Tangki Alr besarnya sewa ........ . 
Rp 50.000,00 (lima r~lcl1 ribu rupiah) / 
hari . 

( 2l Bahan bakar, minyak pelumas serta biaya 
operasional pengemudi dan pembantu pengemu
di pada setiap pemakaian peralatan sebagai
mana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini men.jadi 
tanggung jawab penyewa. 

BAB IV 
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

Pasal 4 

i 1 .'\ J.. i 
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(1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan seba
gaimana di-maksud dalam Pasal 3 Peraturan 
Daerah ini diancam de-ngan hukuman kurungan 
selama-lamaanya t; (enam) bulan atau denda 
setinggi- tingginya Rp 50.000,00 (lima oultJ1 
ribu rupiah). 

( 2) :::,ei.ajn 01.en Yeaaoat. Penyidik Umum yang 
bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan 
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan 
oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatan, kewenangan dan dalam menja
lankan tugasnya ditetaf~an sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pera
turan Daerah ini dilakukan oleh Dinas 
Pekerjaan Omum. 

(2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah 
ini menjaa.1 tanggung jawab Kepala Ine,pek
torat. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
r:ebumen. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan 

Daerah ........... . 
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Daerah ini akan a1atur dengan Surat Ke~~tusan 
Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelak
sanaannya. 

BAB VI I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1978 tentang 
2,ewa Mesin Gilas yang telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Namer 10 Tahun 1982 dan Nomor 
16 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar supaya se.:-,1ap orang dapat mengetahuinya 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
d.engan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebwnen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 28 Agustus 1995 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN 

Ketua, 

t.t.d t.t.d 

H. ZAISAL SIPIET AMIN :30EDIBYO 

Disahkan ........... . 



Disahkan 01en Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 5 Pebruari 
1996 Nomor : 188.3/32/1996. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat I I Kebumen Nomor 5 Tahun 1996 
Seri B Nomor 3 pada tanggal 19 Agustus 1996. 

SE~ ERAH 

Drs . SOEPARDJO ANGGASASMITA 

PEMBINA TINGKAT I 
NIP . 010 046 438 

.. 



PEN,JELAEAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
KEBUMEN 

NOMOR 13 TAHUN 1995 

TENTANG 

PEMAKAIAN DAN EEWA PERALATAN MILIK PEMERINTAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

r: PENJELAEAN UMUM. 

Bahwa sewa perlatan milik Pemefintah Kabupa
ten Daerah Tingkat I I Kebumen sebagaimana diatur 
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1978 yang 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 10 Tahun 
19Ei2 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 19fJ2 sudah 
tidak sesuai lagi maka per 1 u disesuaikan; Dengan 
adanya penyerahan perlatan dari Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka penggunaannya 
perlu diatur besarnya sewa. Bahwa untuk pelaksanaan 
maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peratu
ran Daerah. 

i . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 huruf a s/d 
huruf c 

huruf d 

: Cukup ,ielas . 

: Perala~an milik Peme
rintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kebumen yRng 
ada pada Dinae: Peker
jaan Umum meliputi 

a. Whe 11 .. . .. ... . . 



f 1asal ,-, 
,:: ayat ( 1) 

ayat (2) 

?asal ., ayat (:3) .:., -

a. Whell Roller bobot B-12 ton ~ 
b . Tyre Roller bobot B-12 ton 
c. Whell Roller/Mesin gilas bo

bot f3 ton ; 
d. Whell Roller/Mesin gilaa bobot 

3 to11 ; 
e . Vib Roller Skotndrom bobot 5-7 

ton ; 
f. Roller Pedestrian bobot 0,6 

ton ; 
g. Vib Plate Tamper bobot 50 Kg 
h. Vibrating Rammer bobot 65 Kg 
i . Whell Back Hoe ; 
j. Stone Crusher ; 
k. Stone Crusher Impack 
1. Asphalt Sprayer ; 
m. Asphalt Mixing Plant 
n. Air Compresor ; 
o. Contrete Mixer ; 
p. Water Pump ; 
q. Genera~or Set ; 
r . Dump Truck PS; 
"-'· Dump Truck TLD; 
t . Truck Tangki Air. 

dan 
Cukup jelas. 

- Yang dimaksud dihi
tung ha.rian disini 
adala.h : pemakaian 1 
hari maksimum 7 jam; 

- Yang dimaksud dengan 
\3udang ada.lah tempat 
penyimpa.nan perala
tan pada Dinas Pe -
kerjaan Umum. 

Pasa.l 2 



Pasal 2 ayat (4) s/d -
ayat ( f3) Cukup jelas. 

Pasal ;3 s/d Pa.sal 13 Cukup jelas . 

--ooBoo--


